PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Menimbang

Mengingat

w

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat
hidup orang banyak sehingga periu dipeiihara keiestariaannya,
agar tetap bermanfaat bagi hidup, kehidupan dan kesehatan
manusia serta mahluk hidup lainnya;

bahwa berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengeloaan kwalitas air dan Pengendaiian pencemaran air,
dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair
ke sumber — sumber air di daeranh dipandang periu untuk
meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertivannya;

bahwa dalam rangka pengendaiian pembuangan air limbah
dimaksud diperiukan adanya pembinaan dan pelayanan tehnis
dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin a
dan b diatas maka periu diatur dengan Peraturan Daerah tentang
Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1981 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor3495);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);
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Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

dan — Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

egar;
Fan .ca ar* nemoaran Negara Nomor 3888);

STES

Undang — Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembeniukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung jabung Timur ( Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3903 );

dang — Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah

jlan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia

ahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Repubiik
indonesia ié"iijﬁ 1993 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara
Nomor 3538 )

.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonor“; ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

Ly

20060 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 686 Tahun 2001 Tentang Retribusi

M

-l
R

( Lembaran Negara r@pubiik indonesia Tahun 2001
19, Tambahan lembaran Negara Nomor 4139 ),

eraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
engelolaan Kualitas Air dan F’engendasmn Pencemaran Air.

.Peraturan Daerah Kabupaten Sarociangun Nomor 2 Tahun 2001
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

A

Sar onanguﬂ (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri ¢ Nomor

::5 @

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 37 Tahun 2001
Tentang Usaha !-'ertamnangan Umum ( Lembaran Daerah tahun
2001 Nomor 19 seri B )
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MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasai1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
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.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur

Daerah adalah kabupaten Saroiangun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun

Dinas Pemndapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sarolangun.

Analisa Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut
AMDAI adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan
diperiukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Analisa Dampak Lingkungan, vyang selanjutnya disebut AMDAL
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar

dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan
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penanganan dampak besar d
lingkungan hidup vang ditimbulkan akibat

Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RPL
adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau

leh pemrakarsa

e rsa.
.Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL
n

adalah uraian secararinci mengenai upaya pemantauan lingkungan
yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

.Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah teriebih

dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

.Daya dukung sumber air adalah kemampuan sumber air menerima

beban dari luar sesuai peruntukannya.

.Retribusi adalah retribusi pembuangan limbah cair kedalam sumber

air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar
parameter yang ditetapkan.

.Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan

yang berwujud cair, yang dibuang kelingkungan dan diduga dapat
menurunkan kualitas lingkungan.

mansAamaran aniat 5 inimalal s 3 - AN, rarm  van
pencemaran danfatau jumlah unsur pencemaran yang
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keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan
kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

18. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan
tanah kecuali air laut dan air fosil.

19. Sumber air adalah sumber air dan wadah air yang terdapat diatas dan
dibawah permukaan tanah, yang termasuk dalam pengertian ini
akuifer mata air, sungai, waduk, danau, situ, rawa dan muara.

20.Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhiuk
hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oieh kegiatan
manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya.

BAB Il

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut
retribusi atas setiap kajian teknis dan izin pembuangan limbah cair.

(2) objek retribusi adalah setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang
dibuang kedalam air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses
produksi.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang
meiakukan pembuangan limbah cair yang dibuang ke dalam air sebagai
kegiatan ekonomi dan proses produksi.

BARB il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasaid

(1)"Pengendalian pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya
pencegahan, penangguiangan pencemaran air dan/atau pemuiihan
Kualitas air pada sumber air.

(2) Pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air bertujuan agar
air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara
berkeianjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta
untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme
yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.



BAB IV
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
Pasal 5
(1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam
badan/sumber air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses

produksi, wajib memiliki izin.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana simaksud dalam ayat (1),

pemohon harus memenuhi persyaratan :
a. Memiliki Surat izin Tempat Usaha (SITU).

Memiliki rekomendasi teknis sesuai dengan jenis usaha.

c. Memenuhi kualitas limbah cair sesuai baku mutu para meter
limbah cair (uji labor)

d. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan vang
dilengkapi bangunan ukur debit air

(3) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nama
pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan iimbah cair
i( . 2

Pasal 6

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan dengan

2) izin pembuangan limbah cair beriaku seiama kondisi air pada sumber
air masih memungkinkan berdasarkan hasil pengujian instansi teknis.
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Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan
meiakukan daftar ulang.
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BABRV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan pengendaiian terhadap pelaksanaan izin
pembuangan limbah cair mempas&aﬁ tanggung iawab Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan
bangunan ukur debit air.

(2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi
tanggung jawab pemegang izin.

3) Pemegang izin yang membuang limbah cair bertanggung jawab atas
kerusakan bangunan ukur debit air dan wajib mencatat buangan
limbah airnya setiap bulan.



Untuk kepentingan

Pasal 9

o~

pengawasan Peraturan Daerah ini setiap pemegang

izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan

pemeriksaan
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Pasal 10

.
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serta memperlihatkan data yang diperiukan.

ARA MEMPEROLEH IZIN

2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkap
dengan :

a. Peta ickasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan
skal 5.@@0

b. Gambar konstruksi instalasi Pengoiahan Air Limbah (IPAL) serta
saluran pembuangan limbah;

C. ?zrs“tuj ian AMDAL vang terdiri dari kerangka acuan, AMDA
RKL, RPL, serta UKL dan UPL;

d. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari
laboratorium ru}ukan;

Surat pernyataa tidak akan melakukan pencemaran limbah cair;

f. Surat pernyataan kesanggupanuntuk memasang alat ukur debit,
untuk gembnﬁﬂgan limbah cair;

g. Surat penyataan kesaﬁggupa; untuk membuat saiuran
pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi
teknis yang berwenang;

h. Surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang
akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah
ditetapkan;

i. Surat pernyataan untuk membuang iimbah cair melaiui saluran
vang telah ditetapkan oleh instansi teknis;

i. Surat pernyataan k%anggurgaﬂ untuk  mengirimkan hasil
pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh laboratorium
yang ditunjuk oleh Bupati, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan;

k. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair kedalam
tanah, terkecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan

(3) Persetujuan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
diterima secara lengkap.

atau penoiakan izin diberikan dalam jangka waktu
hari terhitung s

sejak permohonan



BAB Vil
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

(1) izin tidak berlaku karena :
a. Masa beriaku izin berakhir;
0. Kegiatan usaha berakhir;
c. Tidak melakukan daftar ulang.
{2) Sebelum berakhir masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) izin dapat dicabut apabila :
a. Tidak melakiukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak izin dikeluarkan;
b. Melakukan npelanggaran yang berkaitan dengan pasal 6
c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan
terjadinnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

embuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

{ ig ali der@aﬁ Leﬁggang waktu masmg-masmg 1Ci ept ‘fuh) h

1

7
diindahkan, diianjutkan dengan penghentian sementara kegiatan
(8]

(3) Jika penghentian sementara sesagézmafsa dimaksud dalam ayat (2)

J
nabis jar g"a ..aktunyd dan tidak ada usaha perbaikan, maka
dicabut.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)
pasai 12 ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13

izin dapat dicabut melaiui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan

idup dan kepentingan umum.
' an

Kepada setiap
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dakenakaﬂ ret_‘ib iSi kajian teknis
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gian yang fGak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasali

bagaimana dimaksud daiam pasal 5
daﬁ etribusi pembuangan limbah cair,
antum dalam lampiran dan merupakan



BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15
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mungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

ata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1)
+& » I ti
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Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain.

Pasal 16
1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tynai:
(2) Setiap pembayaran Retribusi oleh Wajib RQMQUSI diberikan tanda
bukti pembayran dan dicatat daiam buku pemibayaran.
BAB X
SANKSi ADMINISTRASI

Pasal 17

—~~
S’

Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima beias)
hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda seb >S %
(lima persen) per bulan dari jumlah pokok retribusi yan

dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (
dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (itiga) buian
berturut-turut  tidak  diselesaikan, dapat dikenakan tindakan
pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran
pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan
tunggakan diselesaikan.

BAB Xi
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Bupati dapai memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan
retrzbus;.

(2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan

a
retribusi ditetapkan oleh Bupati.



BAB Xii
PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a.

O

)

Ol

@) Per

Menerima, mencari, mengumpuikan d&n Mmeéneliti keterangan atau
iaporan berkenaan dengan tindak gidana’ dibidang perpajakan

daerah agar keterangan atau lapgran iersebut menjadi iebih
lengkap daﬁ ielas

4

Meneliti, mencari dau mewgumpulk%tgﬁa an mengenai orang
pribadi atﬁu Badan Hukum tentang keben perbuatan vang
dilakukan sehubungan dengan tmdak pidana perpajakan daerah
tersebut.

Minta keterangan dan bahan bukﬁ dan orang pribadi atau Badan
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m sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
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u catatan-catatan dan dokumen-dokumen

gan tindak pidana aiakan daerah.

snggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
kuan pe.m atatan dan dokumen-dokumen lain serta

!a <ukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

minta bantuan tenaga ahii dalam rangka peiaksanaan tugas

p nyidik tindak pidana perpajakan daerah.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggaikan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa idemitas Oi'aﬁu danfatau dokumen yang dibawa

$ aimana dimak d huruf e.

tret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

perpajakan daerah.

?‘wvnﬂa,.ggii orang untuk didengar keterangann
sebagai tersangkaatau saksi.

i\J!eng entikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang ﬁemaiaﬁaﬁ uaerah menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.
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a dan diperiksa

nyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimuiainya
enyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umurr sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B Xii

KETENTUAN PIDANA

)

Pasal 20
(1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
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kurungan paling Jama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Wajib retribusi yang dengan sengaja ftidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan @&eréh dapat dipidana
dengan pidana ku 'rimg n paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling bai",‘qu 400 (empat ra us) persen dari jumiah retribusi terutang.

BAB XiV
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Peratyrgn Daergh ini gkan ditetapkan
lebih ianjut oleh Bupati sepanjang mengengi pelaksanaannyas

Pasala 22
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan pengtapannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di 8aro!ang- In
Pada Tanggal By o &

2004

BUPATI SAROLANGUN,

H. MUHANMMAD MADEL

Diun ngKan di Sarolangun.
Pada Tanggal ......9Y.. B s o o e 2004.

NOMOR...... E} ............ \ERTM;WNNUNuﬁ.mL””



PIRAN PERATURAN DAERAH
LAM KABUPATENS UN
!\i v“ 3 T \ ' W i
TENTAN PENGENOW?’EU UANGAN
LIMBAH CAIR

RETRIBUSI KAJIAN TEKNIS
. A. IZIN :
1. Idustri/Usaha :
a. li/IU"aua 1\601]1 Rp 50000.— per 1&351
b. Industri/Usaha Sedang Rp 500,000~ - - per lokasi
c. Industri/Usaha Besar Rp 2.000.000.- . per lokasi

5
Rp 150.000,- per lokas:
Rp 250.000,; .. per lokasi
c. Rp 500.000,- per lokasi
d. Ruma} Sakit Swasta Rp 1.000.000,- per lokasi
3. Balai Pengobatan Rp 250000, per iokasi
4. Rumah Bersalin Rp 750.000,- er lokast
5. Pemukiman/Real Estate :
a. Jumlah Rumah < 200 Unit Rp 250.000,- per lokasi
b. Jumlah Rumah > 200 Unit Rp 500.000,- per lokasi
6. Perusahaan IPAL
a. IPAL Kecil Rp 250.000,-
b. TPAL Sedang Rp 500.000,-
c. IPAL Besar Ry 1.000.000.-
7. Hotel
a. Hotel Melati Rp 500.0600.- per lokasi
b. Hotel Bintang Rp 1.5060.000_- per lokasi
B. RETRIBUSI PEMBUANGN LIMBAH CAIR
1. 1,00sd200  M'/bulan = Rp 200/ M7
2. 201 s.d500  M'/bulan = Rp 225/ M°
o s = e SO 2 I < i s rio _’77
3. 501 s.d750 M'/bulan = Rp 250/ M
4. 751 s.d 1.000 M’/bulan = Rp 275/ M
5. Diatas 1.000  M/bulan Rp 300/ M
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TAHUN 2004

&
TENTANG

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR
PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

aan

or 82 Tahun 2001 Tentang Pengelo

sebagai Pengendalian Pembuans
an Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

£ _m“.
= Se
o mm“ =
= =T
. m.“ (L mw
Q.G c R
. 0. [4v] L
- ®
e e O JLR
a3 mw ) (e
= M -
it 44}
C oo o
= m
5% A
o =
58 E
o ) ,
1 ] W W w W
= | — R R L O @ @ ©
clE w8 ,

M = » VDO T DD
3 ! TR T T2 TR

5 Cukus Jelas

MW o R > Q020
= , : §
c @ m_
O o
. & o -~
o . ey o N e ¥
,nn_w .m._w_. } s canllie. analiE . gl <ol ot 2. aaallie T I
£ & BEE® @ T
5 ) [ )] S i
- [V )] w ,a L]

n. O 0. D. o Dr n_n A. O A . 0. O 0. D.. 0. 0. D 0. 0.0 n_r

_____ I 1 1 ] 1 ] ] I I I i 1 1 1 ] ] I i 1 1 i 1




